
 i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini 

semua sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. 

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam 

skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan 

etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. 

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh 

skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek 

dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa 

pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik 

lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

Serang, 31 Oktober 2019 

 

        

HARI SOFIAN 

NIM: 151200472 

 

  



 ii 

ABSTRAK 

 

Nama: Hari Sofian, NIM: 151200472, Judul Skripsi: Kewenangan Presiden Dalam Proses 
Penyidikan Anggota DPR Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD (MD3) 

 
   Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerinatahan itu dengan tidak ada kecualinya”.  artinya 
bahwa setiap warga negara sama di muka hukum dan tidak adanya diskriminasi baik 
warga negara biasa maupun pejabat negara, namun yang menjadi fenomenal saat ini 
adalah ketika pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang di duga melakukan 
tindak pidana harus mendapatkan surat izin tertulis dari presiden. adanya surat izin 
pemeriksaan dari presiden merupakan dinamika baru dalam penegakan hukum, 
sehingga untuk itu pelaksanaan penegakan hukum terkadang dirasakan tidak demokrasi 
konstitusional lagi.  

  Perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah kewenangan presiden 
dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana 
bertentangan dengan equality before the law dan bagaimana kewenangan presiden 
dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana 
berdasarkan Undang –Undang No. 2 Tahun 2018. 

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah 
kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan 
tindak pidana bertentangan dengan equality before the law , 2) Untuk mengetahui 
bagaimana kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga 
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang –Undang No. 2 Tahun 2018. 

 
  Dalam penelitian ini menggunakan  Library research (penelitian pustaka) 

dengan metode pendekatan yang digunakan penelitian yuridis normatif.  Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan megumpulkan, membaca dan 
menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. 
yang dianalisis secara deskriptif dengan memberikan deskrifsi terkait kewenangan 
presiden dalam proses penyidikan anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-
undangan terkait izin tertulis dari presiden. 

  Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemanggilan dan pemeriksaan 
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis 
dari Presiden bertentangan dengan persamaan dimuka hukum (equality before the law) 
atau setiap warga negara masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum baik warga 
negara biasa maupun pejabat negara akan mendapat perlakuan sama secara subtansi 
hukum pidana maupun proseduralnya. 

  Kewenangan Presiden dalam proses penyidikan terhadap anggota DPR yang 
diduga melakukan tindak pidana  harus mendapat izin tertulis dari presiden ialah dalam 
rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara 
agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang – 
wenang. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas 

karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan akhirya 

penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.  

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Kedua orang tua 

tercinta yaitu Ibu Junariah dan Bapak Asipi yang telah 
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terus belajar serta selalu mecurahkan rasa kasih sayangnya 

setiap saat.  

Semoga kedua orang tua saya selalu mendapatkan 

keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
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 “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang 

saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan 

mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah 

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa” 

(QS. An-Nur: 55) 
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